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ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar bagi kehidupan
manusia. Dampak tersebut telah menyentuh berbagai lini termasuk dalam dunia transportasi.
Kebutuhan akan moda transportasi yang besar diiringi dengan mobilitas masyarakat yang
meningkat, tidak dibarengi dengan Kkesiapan pemerintan dalam menyelenggarakan
penyediaan moda transportasi yang murah, aman, nyaman dan terjangkau. Akhirnya dalam
penyelenggaraan angkutan, muncul fenomena moda angkutan berbasis aplikasi on-line yang
menyasar pasar taksi dan ojek. Kehadirannya di beberapa wilayah Indonesia juga merambah
ke Daerah Istimewa Yogyakarta (D1Y) terutama moda angkutan ojek on-line. Angkutan ojek
on-line di beberapa daerah termasuk DIY telah membawa polemik terkait legalitasnya
sebagai angkutan umum yang menggunakan kendaraan sepeda motor. Selain itu mengenai
izin dan pengawasan, dimana ojek on-line dapat beroperasi di wilayah DIY. Pemerintah
Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang dalam pembinaan
angkutan jalan perlu untuk diteliti terkait dengan perannya atas legalitas keberadaan ojek on-
line di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan
yuridis empiris. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, untuk menggambarkan,
menguraikan dan menganalisa peran Dinas Perhubungan DIY atas legalitas jasa ojek on-line
berdasarkan Perda DIY No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda DIY No. 10 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di
Provinsi DIY dengan kerangka teoretik berupa teori legalitas, teori good governance, teori
perizinan dan teori pengawasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi
lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi secara langsung, dan
juga wawancara secara mendalam dan terpimpin kepada narasumber dari Dinas Perhubungan
DIY. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur
yang berhubungan dengan materi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ojek on-line masuk dalam 2 wilayah
instrumen hukum, yaitu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata. Hukum
Administrasi Negara berkaitan dengan pengaturan (regeling) yang menjadi kewenangan
Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah terkait. Diskresi
presiden atas adanya pelarangan atau penolakan terhadap keberadaan ojek on-line adalah
berorientasi pada tujuan, keguanaan dan kemanfaatan (doelmatigheid) vyaitu tujuan
kepentingan umum. Tidak semerta-merta pada penegakan asas legalitas/keabsahan
(rechtmatigheid). sedangkan menurut Hukum Perdata, perusahaan angkutan berbasis
teknologi informasi yang melayani penjualan jasa angkutan secara on-line, pada transaksi jual
belinya telah memenuhi syarat-syarat sah jual beli (perjanjian) seperti yang diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga tidak mudah menegakkan asas legalitas, karena diketahui
fenomena ojek on-line tidak hanya menjadi isu regional atau nasional saja, akan tetapi sudah
menjadi global. Oleh karena itu lebih diutamakan pada asas tujuan atau kemanfaatannya
(doelmatigheid) bagi kepentingan umum. Sementara untuk perizinannya, Dinas Perhubungan
DIY dalam hal ini tidak bisa memberikan izin kepada ojek on-line karena tidak bisa
mengikuti persyaratan atau ketentuan sebagai angkutan umum yang diantaranya harus
melakukan uji berkala, menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)/Plat
Nomor Kkuning, serta membayar retribusi/pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.
Mengenai pengawasan, Dinas Perhubungan DIY belum bisa melakukan pengawasan
mengingat tidak ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan untuk melakukan pengawasan
terhadap angkutan ojek on-line.
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MOTTO
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negeri dibanding meloloskan undang-undang yang tidak bisa

ditegakkan." ~Albert Einstein

“The foes of the righteous will be condemned”
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan moda transportasi yang besar diiringi dengan mobilitas
masyarakat yang semakin tinggi, seiring dengan perkembangan zaman, moda
transportasi menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Moda transportasi
yang dapat memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain memberikan
kemudahan bagi mobilitas masyarakat. Moda transportasi yang terintegrasi,
cepat, aman, nyaman dan murah adalah harapan masyarakat banyak. Namun pada
kenyataannya kebutuhan akan moda transportasi tersebut tidak diiringi dengan
penyediaan atau pengadaan moda transportasi yang layak dan memadai oleh

pemerintah.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang membuat
suatu bangsa itu besar dan makmur, yaitu tersedianya tanah yang subur, sumber
daya manusia yang berketerampilan, dan mudahnya transportasi manusia dan
barang dari sutau tempat ke tempat lainnya.! Pertumbuhan transportasi telah
memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan mempengaruhi semua
aspek kehidupan manusia. Transportasi juga telah menciptakan persoalan-
persoalan yang meliputi banyak dimensi dan banyak menyangkut kepentingan

umum, sehingga pemerintah harus mengaturnya secara terarah dan seksama.

! Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pembangunan Transportasi, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2014), him. 5.



Keterlibatan pemerintah secara aktif dalam penyelenggaraan kegiatan transportasi

sangat diperlukan terutama dalam tahap-tahap permulaan pembangunan.?

Belakangan muncul dalam dunia transportasi yang cukup menyita
perhatian masyarakat yaitu jasa ojek on-line seperti GO-JEK, Grab Bike, Blue
Jack, yang merupakan jasa layanan ojek berbasis aplikasi ponsel pintar
(smartphone). Definisi ojek menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sepeda
motor ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau
penyewanya.® Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan
kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan berplat nomor hitam, untuk
mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik
bayaran. Perbedaannya adalah jika ojek on-line konsumen yang memesan jasa

ojek melalui sebuah aplikasi smartphone yang terhubung internet.

Munculnya fenomena baru dalam dunia transportasi ini mendapat
tanggapan beragam dari banyak kalangan. Respon positif datang dari masyarakat
dan sebaliknya kalangan akademisi dan praktisi pemerintah tidak sedikit yang
mempertanyakan tentang keberadaannya terkait legalitasnya sebagai angkutan
umum di jalan raya. Sisi lain dari keberadaan ojek on-line yang menjadi polemik
adalah tentang perizinan dan pengawasannya oleh lembaga terkait, mengingat
dalam peraturan perundang-undangan kendaraan sepeda motor tidak masuk dalam

kriteria kendaraan angkutan umum. Sehingga izin seperti apakah yang kemudian

2 Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pembangunan ... , him. 6.
¥ Meity Taqdir Qadratilah, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), him. 138.



diberikan kepada ojek on-line sehingga pada faktanya dapat beroperasi di

beberapa wilayah termasuk di D.l.Yogyakarta.

Menurut Arnold M. Rose sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, ada 3
teori yang menjadi faktor perubahan-perubahan sosial. Satu diantaranya adalah
kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi.’
Teori ini terbukti dengan realita yang terjadi di masyarakat modern dengan
munculnya ojek on-line. Masayarakat pada mulanya adalah pengguna moda
transportasi masal yang manual. Seiring berkembangnya teknologi, muncul
inovasi moda transportasi berbasis internet atau on-line yang lebih praktis dan
cepat, artinya dinamika masyarakat dalam hal ini telah bekembang. Hukum juga
harus demikian, bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Polemik
atas munculnya jasa ojek on-line di tengah masyarakat yang berkaitan dengan
legalitas, izin dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan menarik untuk diteliti,
mengingat kemunculan ojek on-line merupakan fenomena baru dalam masyarakat
khususnya di Provinsi D.l.Yogyakarta. Penelitian ini juga tergolong baru dan
belum ada penelitian sebelumnya sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan
atas penelitian yang berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan Provinsi

D.l.Yogyakarta atas legalitas jasa ojek on-line.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum".> Sebagai negara hukum,

* Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), him.
108.
® pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945.



Indonesia mengedepankan asas legalitas.® Jasa ojek on-line dalam kasus ini adalah
kendaraan bermotor berupa sepeda bermotor digunakan sebagai armada dalam
pelayanannya mengangkut orang dan/atau barang di jalan. Permasalahan inilah
yang kemudian menimbulkan polemik berbagai kalangan terkait legalitasnya.
Aturan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan pada Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa sepeda motor
tidak termasuk dalam golongan kendaraan bermotor umum. Begitu pula dalam
Pasal 138 ayat (3) menyebutkan bahwa angkutan orang dan/atau barang hanya
dilakukan oleh kendaraan umum. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 mengklasifikasikan
angkutan-angkutan yang masuk dalam Kriteria angkutan orang tidak dalam trayek,
dimana kendaran sepeda motor tidak digunakan dalam klasifikasi tersebut. Begitu
pula dalam Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 1
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta No. 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY pada Pasal 12 mengenai ciri-ciri

pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek.

Keberadaan jasa ojek on-line telah berkembang pesat di Indonesia
termasuk di D.l.Yogyakarta. Beragam tanggapan muncul terkait dengan
keberadaanya di beberapa wilayah, ada yang sengaja dibiarkan atau diperbolehkan
dengan alasan belum ada aturan yang mengaturnya dan ada yang di tolak

keberadaannya. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan pada tanggal 17

® Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 17.



Desember 2015 sebenarnya telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan No.
UM.3012/1/21/Phb/2015 yang menyatakan bahwa ojek on-line semacam GO-
JEK, Grab Bike, dan sebagainya dilarang beroperasi. Surat Pemberitahuan ini
mendapat respon langsung dari Presiden Joko Widodo yang kemudian meminta
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk segera membatalkannya dengan

alasan layanan ojek on-line masih dibutuhkan masyarakat.’

Terkait dengan pengawasan dan perizinan, sesuai dengan Undang-undang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas
Perhubungan memiliki peran atau wewenang dalam pembinaan lalu lintas dan
angkutan jalan diantaranya meliputi:®
a) penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan
provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah
kabupaten/kota;
b) pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan
angkutan umum di provinsi; dan
c) pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
Moda transportasi berupa ojek on-line kini telah hadir dan beroperasi di
D.l.Yogyakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana legalitasnya sebagai angkutan

umum, dan izin serta pengawasannya seperti apa yang kemudian akan

™Menhub Larang Gojek, Jokowi: Aturan Jangan Bikin Rakyat Susah,"
http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-jikowi-
aturan-jangan-bikin-rakyat -susah/, akses 8 maret 2016.

® pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.


http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-jikowi-aturan-jangan-bikin-rakyat%20-susah/
http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-jikowi-aturan-jangan-bikin-rakyat%20-susah/

diperuntukkan untuk ojek on-line sehingga dapat beroperasi di suatu wilayah
khususnya D.l.Yogyakarta. Peran Pemerintah Provinsi D.l.Yogyakarta dalam hal
ini Dinas Perhubungan sangat diperlukan sebagai instansi yang berwenang
melaksanakan aturan Perda tersebut, atas keberadaan ojek on-line di wilayah
D.l.Yogyakarta. Poin-poin tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk
melakukan sebuah penelitian yang diharapkan dapat memberikan solusi dari
permasalahan kondisi di atas dengan judul: PERAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DIY ATAS LEGALITAS JASA OJEK ON-LINE BERDASARKAN
PERDA DIY NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
DIY NO. 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DI PROVINSI DIY.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa
masalah yang akan menjadi pokok pembahasan anatara lain:
1. Bagaimana legalitas jasa ojek on-line di Provinsi D.l.Yogyakarta
berdarkan Perda tersebut ?
2. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Provinsi D.l.Yogyakarta dalam

perizinan dan pengawasan ojek on-line berdasarkan Perda tersebut ?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

a. Untuk mengetahui legalitas keberadaan jasa ojek on-line di

wilayah Provinsi D.l.Yogyakarta menurut peraturan perundang-

undangan.

b. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan D.l.Yogyakarta

dalam hal perizinan dan pengawasan atas keberadaan jasa ojek on-

line di wilayah Provinsi D.l.Yogakarta.

2. Kegunaan penelitian yang diharapakan penulis antara lain:

a. Kegunaan Akademik

1)

2)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran di bidang keilmuan, khususnya bidang ilmu
hukum yang menyangkut peran Dinas Perhubungan
D.l.Yogyakarta atas legalitas jasa ojek on-line.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan
informasi, dan acuan bagi mahasiswa ilmu hukum untuk

kegiatan pengkajian dan penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Aplikatif

1)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran teoritikal dan kritikal bagi Pemerintah Daerah
dalam hal melakukan kegiatan pembenahan

penyelenggaraan transportasi di D.l.Yogyakarta.



2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
penulis dan masyarakat luas terkait peran Dinas
Perhubungan Provinsi D.l.Yogyakarta atas legalitas jasa

ojek on-line.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya kemungkinan pengulangan penelitian yang
pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan untuk membuktikan bahwa judul
ini belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian, maka penulis melakukan
penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian
diantaranya:

Skripsi Syanico Pratama dengan judul "Pengaturan Perizinan Becak Motor
di Kota Sengkang"” membahas tentang pelaksanaan atau implementasi Surat
Keputusan Bupati Wajo tentang Becak Motor, beserta faktor-faktor pendukung
dan penghambat pelaksanaan peraturan tersebut.” Adapun persamaan dan
perbedaan penelitian dengan penelitian penulis bahwa penelitian ini sama-sama
mengangkat mengenai jasa ojek dimana dikaji dari aspek peraturan perundang-
undangan vyaitu terkait pelaksanaan atau implementasi peraturan daerah.
Sedangkan perbedaannya adalah penulis dalam penelitian ini lebih menyoroti
terkait bagaimana legalitas ojek on-line beserta peran dinas perhubungan dalam

hal izin dan pengawasannya.

% Syanico Pratama, "Pengaturan Perizinan Becak Motor di Kota Sengkang", Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2009.



Penelitian yang dilakukan oleh Dillah Joedi W.R, dkk, dengan judul
"Analisis Legalitas dan Kelayakan Finansial Operasional Angkutan Ojek di
Kabupaten Sidoarjo” membahas secara keseluruhan tentang ojek dari
karakteristik, aspek penawaran permintaan dan aspek legalitasnya, serta
bagaimana memformulasikan sebuah regulasi tentang ojek. Dalam peraturan-
perundangan memang ada beberapa daerah yang mengeluarkan Peraturan Daerah
(Perda) mengenai aturan tentang ojek seperti di Kabupaten Majene, Dompu dan
Kota Palopo. Penelitian ini diharapakan dapat memformulasikan suatu regulasi
tentang keberadaan ojek di Kabupaten Sidoarjo yang kemudian dapat memberikan
status atau kepastian hukum atas keberadaan ojek.*® Adapun perbedaan penelitian
dengan penelitian penulis dimana penulis lebih fokus menganalisa aspek
legalitasnya dari peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi
yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (UULAJ) hingga yang paling rendah yaitu Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda DIY
No. 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan

Kendaraan Umum di Provinsi DIY.

Tesis Herlinah Johar dengan judul "Aspek Hukum tentang Pengendalian
Operasional Transportasi Becak Motor dalam Wilayah Kota Makassar (Studi
Kasus Peraturan Walikota Makassar No. 22 Tahun 2012 tentang Pengendalian

Operasional Kendaraan Becak Motor dalam Wilayah Kota Makassar" mengkaji

19 Dillah Joedi, dkk, "Analisis Legalitas dan Kelayakan Finansial Operasional Angkutan
Ojek di Kabupaten Sidoarjo", Laporan Penelitian, Fakultas Tenik Sipil Institut Teknologi Sepuluh
November Surabaya, 2012.
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implementsi dari Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2012 tentang Pengendalian
Operasional Becak Motor dalam Wilayah Kota Makassar dan juga mengenai
kewenanagan antra polisi dengan dinas perhubungan terkait dengan operasional
becak motor tersebut. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa dalam operasional
transportasi becak motor di Kota Makassar tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Instansi Kepolisian dan Dinas Perhubungan menegaskan
sama-sama tidak memberikan izin operasional becak motor walaupun jelas-jelas
ada operasionalnya di jalan raya. Sedangkan mengenai pelaksanaan kewenangan
antara Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan darat terhadap operasional
transportasi becak motor di Kota Makassar masih adanya ketidaksinkronan.'!
Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian penulis bahwa objek yang dikaji
dari penelitian penulis adalah tentang ojek on-line, walaupun sama-sama
mengenai masalah aspek legalitas hukum keberadaannya. Penulis juga
memasukkan masalah tentang peran Dinas Perhubungan dalam hal izin dan
pengawasan keberadaan ojek on-line di wilayah Provinsi D.l.Yogyakarta berbeda
dengan penulis sebelumnya yang menyoroti masalah kewenangan antara

Kepolisian dan Dinas Perhubungan.

1 Herlinah Johar, "Aspek Hukum tentang Pengendalian Operasional Transportasi Becak
Motor Dalam Wilayah Kota Makassar (Studi Kasus Peraturan Walikota Makassar No. 22 Tahun
2012 tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor dalam Wilayah Kota Makassar",

Tesis Program Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
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E. Kerangka Teoretik
Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis

menggunakan beberapa teori antara lain:

1. Asas Legalitas
Istilah asas legalitas dalam Hukum Pidana "nullum delictum sine
praevia lege poenali” (tidak ada hukuman tanpa undang-undang), di dalam
Hukum Administrasi Negara juga dikenal istilah asas legalitas "dat het
bestuur aan de wet is onderworpen™ (bahwa pemerintah tunduk kepada
undang-undang). Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang
sering dirumuskan dengan ungkapan "het beginsel van wetmatigheid van
bestuur" yaitu prinsip keabsahan pemerintahan.*?
H.D. Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan
bahwa prinsip keabsahan pemerintahan mengandung tiga aspek, yaitu:*®
a. Aspek Negatif
Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan
pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

2 Ridwan HR, Hukum Administrasi ... , him. 91.
B1bid., him. 92.
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b. Aspek Formal-Positif
Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya
memiliki  kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau
berdasarkan undang-undang.
c. Aspek Materiil-Positif
Aspek materiil positif menetukan bahwa undang-undang
memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal
ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-
undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan

normanya oleh undang-undang.

2. Teori Good Governance/Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AAUPB)

Salah stau tolok ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah
itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Merupakan nilai-
nilai etik yang hidup dalam Hukum Administrasi Negara, berfungsi
sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan
fungsinya.

a. Asas Kebijaksanaan
Asas ini  menghendaki agar pemerintah  dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan

keleluasaan untuk menerapkan kebijkasanaan tanpa harus berpaku



13

pada perauran perundang-undangan formal. Karena peraturan
perundang-undangan formal atau hukum tertulis itu selalu
membawa cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak
dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman,
sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat
dan dinamis.*
b. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam menjalankan
tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni
kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang
banyak. Asas ini merupakan konsekuensi atas dianutnya konsepsi
negara hukum modern (welfare state), yang menempatkan
pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk
mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya. Pada
dasarnya pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan harus
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(asas legalitas), tetapi karena ada kelemahan dan kekurangan asas
legalitas tersebut, pemerintah dapat bertindak atas dasar

kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.™

% 1bid., him. 262.
5 1bid., him. 263.
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3. Teori Perizinan

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu

persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan

untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang

secara umum dilarang. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge membagi

pengertian dalam arti luas dan sempit sebagai berikut:®

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan
dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai
sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-
undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
Dengan memberi izin, penguasa memperkenakan orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang
sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan
yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus
atasnya.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu
peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat
undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk
menghalangi keadaan-kadaan yang buruk.'” Pada pokoknya dalah

bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan

%8 1bid., him. 199.

7 bid.
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tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan
perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap
kasus. Jadi persoalannya bukanlah hanya untuk memberi perkenan
dalam keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan
yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan

dalam ketentuan-ketentuan).*®

Teori Pengawasan

Menurut Prayudi Atmosudirjo, pengawasan adalah proses
kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan,
dilaksanakan atau diselenggarakan  dengan apa yang dikehendaki,
direncanakan atau diperintahkan.’®  Lyndal F. Urwik berpendapat bahwa
pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. George R.
Terry mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa
yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai
pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.”

him. 80.

akses 25

18 1bid., him. 200.

19 prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981),

20 "Teori Pengawasan”, http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html,

Maret 2016 Pukul 21.30 WIB.


http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html
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Pengawasan dilihat dari segi sifat pengawasan terhadap objek yang
diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu: %

a) Pengawasan dari segi hukum (rechtmatigheidstoetsing), misalnya
pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya
hanya menitik beratka pada segi legalitas. Contoh hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu
ketetapan pemerintah.

b) Pengawasan dari segi kemanfaatan (doelmatigheidstoetsing), selain
bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian

kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif
untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan D.l.Yogyakarta atas legalitas jasa
ojek on-line berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda DIY No. 10
Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan
Umum di Provinsi DIY. Berdasarkan teori yang digunakan penulis akan
menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data dan analisa data sebagai berikut:

2! saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, (Medan: Glora Madani Press,
2004), him. 129.
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1. Jenis Penelitian
Terkait dengan rumusan masalah penelitian ini, penulis
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian yang
dilakukan secara langsung ke objek penelitian yaitu pada Dinas
Perhubungan Provinsi D.l.Yogyakarta untuk mendapatkan data yang
relevan.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang
didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang
didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan
untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi
ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.?
Penelitian ini mendiskripsikan suatu data terkait dengan legalitas dan
peran Dinas Perhubungan Provinsi D.l.Yogyakarta terkait izin dan
pengawasan jasa ojek on-line.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris. Yuridis yaitu pendekatan masalah yang diambil dari
peraturan perundang-undangan, yaitu Perda D.l.Yogyakarta No. 1 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Perda DIY No. 10 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di

Provinsi DIY. Sedang empiris yaitu penelitian yang menekankan pada

22 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 38.
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kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan, dalam hal ini terkait
dengan legalitas dan peran Dinas Perhubungan Provinsi D.l.Yogyakarta
terkait izin dan pengawasan ojek on-line.
4. Sumber Data
Sumber data yang digali dari penelitian ini adalah:
a. Sumber data primer
Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian
lapangan di Dinas Perhubungan D.l.Yogyakarta melalui observasi,
dokumentasi, wawancara, dan pengumpulan data-data yang terkait
dengan permasalahan yang diteliti.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi sumber
data primer berupa: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,
artikel, dokumen, sumber internet dan sumber lain yang memiliki
keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
c. Sumber data tersier
Sumber data tersier memberi petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus
hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain
sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum,
penulis juga menggunakan bahan-bahan non hukum yang dinilai
relevan dengan penelitian ini, misalnya dari bidang keilmuan

Filsafat dan Sosiologi.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah:
a. Observasi
Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan
cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu
tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih
akurat, detail dan rinci.?®
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu berupa tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau
orang (people). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar
dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan. Dokumentasi
merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan
penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga
diperoleh data yang lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan.
Dalam penelitian sosial fungsi data dari dokumentasi lebih banyak

digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer.?*

2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 168.

24 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008),
him. 158.
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c. Wawancara
Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara
langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk
mendapatkan informasi.”> Wawancara dilakukan dengan metode
wawancara mendalam (depth interview) dan secara terpimpin

(quided interview/structured interview) menggunakan kerangka

pertanyaan yang terstruktur kepada pihak-pihak terkait.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier
kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif, sifat analisis yaitu deskriptif
analitis dan menggunakan penalaran deduktif.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa
melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu
dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana
analisis data disebut sebagai kegiatan memberi telaah, yang dapat berarti
menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar
dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan

pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.?

% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian ... , him. 161.
% Ibid., him. 183.
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G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan ini terbagi dalam lima bab dimana setiap bab
memiliki bebrapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tinjauan umum tentang perizinan transportasi di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab ketiga, menjelaskan tinjauan atas perizinan jasa ojek on-line, profil

ojek on-line, dan Dinas Perhubungan Provinsi D.l.Yogyakarta.

Bab keempat analisa data dan pembahasan, membahas dan menganalisa
mengenai legalitas ojek on-line dan peran Dinas Perhubungan D.l.Yogyakarta
dalam perizinan dan pengawasan jasa ojek on-line berdasarkan Perda DIY No. 1
tahun 2008 tentang perubahan atas Perda DIY No. 10 tahun 2001 tentang
penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum di Provinsi
DIY.

Bab kelima penutup, memaparkan tentang kesimpulan hasil penelitian,

saran, dan rekomendasi bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah menguraikan hasil penelitian pada bab 1V, maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan ojek on-line masuk dalam 2 wilayah instrumen hukum, yaitu
Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata. Hukum Administrasi
Negara, berkaitan dengan pengaturan (regeling) terhadap pembinaan
penyelenggaraan angkutan yang menjadi kewenangan Kementerian
Perhubungan, Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah terkait. Adanya
diskresi oleh presiden yang sebelumnya dilakukan penolakan-penolakan
terhadap keberadaannya kemudian melegalkan ojek on-line untuk
sementara waktu. Diskresi yang dilakukan presiden adalah berorientasi
pada tujuan, kemanfaatan, dan kegunaan (doelmatigheid), yaitu tujuan
penyelenggaraan kepentingan umum, tidak semerta merta pada penegakan
aspek keabsahan atau legalitasnya (rechtmatigheid) karena pemerintah
menyadari belum bisa menyediakan moda transportasi harapan masyarakat
yang aman nyaman murah cepat dan terjangakau. Sementara itu menurut
instrumen Hukum Perdata, perusahaan angkutan berbasis teknologi
informasi yang melayani penjualan jasa angkutan secara on-line, pada
transaksi jual belinya telah memenuhi syarat-syarat sah jual beli

(perjanjian) seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga

105
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tidak mudah untuk menegakkan aspek legalitas semudah membalikkan
telapak tangan, karena pada kenyataannya tidak terjadi masalah dan
diketahui fenomena ojek on-line tidak hanya menjadi isu regional atau
nasional saja akan tetapi sudah menjadi global. Pada faktanya ojek telah
ada sejak dulu, diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai angkutan
alternatif. Sehingga lebih diutamakan pada asas tujuan atau

kemanfaatannya (doelmatigheid).

Keberadaan ojek on-line di DIY sampai saat ini belum ada izinnya dan
tidak bisa diberikan izin oleh Dinas Perhubungan Provinsi DIY. Atas
status tidak diakuinya sebagai angkutan umum sehingga tidak bisa
memperoleh izin angkutan. Pembatalan Surat Pemberitahuan Menteri
Perhubungan No. UM.3012/1/21/Phb/2015 oleh presiden memberikan
pengecualian bagi ojek on-line untuk dapat beroperasi sementara sampai
pemerintah mampu menyediakan moda transportasi yang memadai. Dinas
Perhubungan Provinsi DIY selama ini juga belum bisa melakukan
tindakan pengawasan secara langsung terhadap keberadaan ojek on-line
karena beberapa hal menyangkut legalitas ojek on-line sendiri, di samping
tidak ada aturan/regulasi yang bisa dijadikan dasar tindakan untuk

melakukan pengawasan.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan 3 hal yang
diharapkan dapat menjadi masukan di dalam persoalan ini. Adapun saran penulis
sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi DIY sebaiknya ke depan segera melakukan
pembenahan dalam mengusahakan penyediaan angkutan transportasi yang
lebih memadai, menjangkau kebutuhan keamanan, kenyamanan, dan
kemudahan, serta mengadopsi  kemajuan  teknologi  dengan

mengaplikasikan pelayanan-pelayanan yang memudahkan masyarakat.

2. Untuk masa sekarang selama ojek on-line masih beroperasi, sebaiknya
Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan tindakan
pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan tersebut terutama dalam
rangka melakukan perlindungan bagi keselamatan penumpang pengguna
jasa ojek on-line. Pengawasan dapat dilakukan dengan pengaturan atau
penghimbauan kepada penyelenggara agar melakukan kualifikasi-

kualifikasi terhadap pengemudi dan kendaraan sepeda motornya.

3. Jika ojek on-line di Indonesia hendak dilegalkan oleh pemerintah,
pemerintah dapat melakukan revisi ataupun membentuk sebuah regulasi
baru dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas keberadaannya

melihat pada aspek sosiologis maupun maslahahnya.
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NO.1 TH 08 TENTANG PERUBAHAN ATAS DASAR PERDA DIY NO.10 TH 01 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN DIY

Lokasi  :DINAS PERHUBUNGAN DIY

Wakiu  :27 APRIL 2016 s/d 27 JULI 2016
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Nama : Anwar Afandi
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Pendidikan ¢ Mahasiswa Jurusan Illmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal.lQ2~..[G...M..¢.ﬂ ..... 2016 bertempat
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PERSYARATAN

JENIS.
PERMOHONAN
CZNg

1| ANGKUTAN DALAM TRAY EX
|1 | zin bagi peohon baru

2 | Perrbaharuan mesa berlaks zin

3 | Rerubzhan kzin terdii atas:

kendarazan

a Penarrbahan trayek atau

mhahan freuensi
b. Pengurangan trary/ck aiau pengurangan kendarazn

&

alau

atau penqurangan frefuensi

¢. Perubahan jamperplaran

d. Perubzhan rayex

e. Pervygartian dokauren perzinan yarg hilang atau
f. Pergalinan kepemivan perusahaan

vendaraan (peremmejaan kerdaraan,

perubzhan dentitas kendarazn dan turer lorasi
operasi kendaraan)

g

1 | zin bagi perrohon baru

3 | Rerubahan kzin terdini atzs:
b. Renggantian dokurmen perizinan yang hiang stau
¢. Perubzshan kepemiran perusahaan

kendaraan dan perubshen identias kendaraan

d. Penggantian fendaraan mefpul peremgizan

1| ANGKUTAN TDAK DALAM TRPAY EX

2 [Perrbzharuzn mesa berdaiu zin
_.|a. Penanbahan kendarazn

| diatr dengan, ~ -

uruh l@a}ﬁénﬁse_bégaii__ 3 .

Jinkan untuk penambatian

i
ta
G
i




INTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DINAS PERHUBUNGAN

akarta 552681 Telepon : (0274) 485775, 487335, Fax : (0274) 485405
J Babam:b:g??mYp?Fl\zww.dlshub.jogjaprov.go.Id - E-mall : dishub@)]ogjaprov.go.id

PE

Nomor : O}C / 30 &l Kepada : 3

Lampiran

Perihal : Selesai ljin Penelitian Yth. Fakultas Syariah dan Hukum, llmu Hukum, UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-

YOGYAKARTA

Bersama ini, kami sampaikan berdasarkan surat keterangan ijin Penelitian/Riset
No.070/REG/v/739/4/2016 untuk:

Nama : ANWARAFANDI

NIM ;12340093

Alamat : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN
KALI JAGA YOGYAKARTA '

Judul : PERAN DINAS PERHUBUNGAN DIY ATAS LEGALITAS JASA OJEK
ONLINE BERDASARKAN PERDA DIY NO. 1 TH 08 TENTANG
PERUBAHAN ATAS DASAR PERDA DIY NO 10 TH 01 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN
KENDARAAN DIY

Telah selesai melaksanakan Penelitian / Riset di Bidang Angkutan Dinas
Perhubungan DIY Mulai Tanggal 27 April 2016 s/d 27 Juli 2016.

Demikian untuk menjadikan periksa

Yogyakarta, 2. O Juuni &0 16
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